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ABSTRAK

Akta Otentik adalah akta yang kebenaran Formal Materiil serta unsur-nsur Subyektif dan

Unsur Obyektif harus sesuai dengan Peraturan PangAdndangan yang berlaku. Penelitian ini
menganalisis bentuk pertanggungjawaban notarisgselaejabat pembuat akta terhadap akta yang
mengandung cacat secara formal dan akibat hukuradap akta otentik jika saksi-saksi dalam aktetida
hadir pada saat akta dibacakan. Metode penelittany Wigunakan adalah penelitian hukum normatif,
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan caemetiti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder
sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan mwaigm pendekatan undang-undang dan
pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjuldeamva Akta Notaris yang tidak memenuhi syarat
Formal dan Materiil serta tidak memenuhi Unsur 8ktij dan Unsur Objektif, maka akta tersebut dapat
menjadi batal demi hukum, dan/atau dapat dibatalKetidakhadiran saksi—saksi pada saat pembacaan
dan penandatanganan minuta akta dapat membuatrisndiayatakan memberikan keterangan palsu
dalam akta otentik.

Kata Kunci: Akta Otentik, Tanggung jawab Notaris, Kebenaranmkral, Kebenaran Materil

ABSTRACT

Authentic Deed is a deed in which the truth of Hmemal and Material and Subjective elements and the
Objective Elements must be in accordance with fidieable Laws and Regulations. This study analyzed
the form of notary's responsibility as an officrabking deeds on deeds that formally defects anal leg
consequences for authentic deeds if the withesstideed are not present at the time the dewhis
The research method used normative legal reseaarhely legal research conducted by examining
library materials or secondary legal material wtithe problem approach is carried out using a legal
approach and conceptual approach. The resultseo$ttidy indicate that the Notary Deed that does not
meet the Formal and Maternal requirements and doesneet the Subjective Elements and Objective
Elements, then the deed can be null and void, ardcAn be canceled. The absence of witnesseg at th
time of reading and signing the Minuta deed canerthk notary be declared to give false informaiion
an authentic deed.

Key words: Authentic Deed, Notary Responsibility, Formal TriNfaterial Truth
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PENDAHULUAN

Masyarakat di era globalisasi ini telah mengalaernkembangan yang cukup
pesat, dengan perkembangan yang semakin pesdiuerkebutuhan masyarakat atas
jasa notaris semakin dibutuhkan. Hal ini terutamkait dari perbuatannya dengan
adanya keinginan dari masyarakat untuk menyatakbheridak, alat bukti yang otentik
dengan salah satunya adalah digunakan untuk alkti Halam suatu perkara di
Pengadilan.

Pejabat Umum adalah organ negara yang diperlengtapgan kekuasaan
umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasamom, berwenang
menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untakbuoat alat bukti tertulis dan
otentik dalam bidang hukum perdat&#asal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimatedielaah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undanigshi¢nNomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan : “Netadalah pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenarigamya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini *“.

Akta notaris harus mengandung syarat-syarat ygmgyldkan agar tercapai sifat
otentik dari akta itu misalnya mencantumkan idastifpara pihak, membuat isi
perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatarekta, dan sebagainya. Apabila
syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akta tersebdapat dibatalkan
(vernitigbaar )atau batal demi hukumivenrechtswege nietig Jidak menyalahi pasal
1869 KUHPerdata dan 1320 KUHPerdata (pada pringsipopyek dan subyek
perjanjian)?

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf | UUJN, Notaagb membacakan akta
dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh palingkisedua orang saksi dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadsfsi-saksi dan notaris. Tujuan

pembacaan akta ini adalah agar para pihak salimget&hui isi dari akta tersebut sebab

Wawan Setiawan, “Kedudukan dan Keberadaan Pejamantserta PPAT dibandingkan dengan
kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sitgkarll Nasional”, Makalah, disampaikan dalam
acaraUpgrading Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tardakarta, 2 Juli 2001, hal. 8

2 Herlien Budiono,Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang KenotaigtCitra Aditya
Bakti, Bandung, 2008 hal.281.

2



:t JURTAMA ISSN : 2657-1005

(Jurnal Kenotariatan Narotama)

Volume 1 Nomor 1, April 2019

isi dari akta itu merupakan kehendak para pihaknb2eaan akta ini juga dilakukan
agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apaéit#apat keterangan atau redaksi
akta yang memberatkan atau merugikan terhadap pitiag lain. Dalam prakteknya
sering terjadi notaris dilibatkan jika terjadi par antara para pihak, padahal sengketa
yang terjadi bukanlah antara para pihak dengarrinateengingat notaris bukan pihak
dalam akta yang dibuatnya, namun notaris seringushdeluar masuk gedung
pengadilan untuk mempertanggung jawabkan aktanyakimen hanya terkadang
sebagai saksi.

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntggtarg jawab terhadap akta
yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyailaeldkang hari mengandung
sengketa misalnya dengan memuat keterangan pad#a nal ini perlu dipertanyakan,
apakah akta ini merupakan kesalahan notaris ataaldtean para pihak yang tidak
memberikan data (keterangan dan dokumen) yang aeben dan para pihak
memberikan keterangan yang tidak benar ataukahyadkesepakatan yang dibuat
antara notaris dengan salah satu pihak yang meaghadpabila akta yang
dibuat/diterbitkan notaris mengandung cacat hukwarerhka kesalahan notaris baik
karena kelalaian maupun karena kesengajaan ndatasendiri maka notaris itu harus

memberikan pertanggungjawaban secara moral darasaaaum.

RUMUSAN MASALAH

1) Apa pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat ymnaixta terhadap akta yang
mengandung cacat secara formal ?

2) Apa akibat hukum terhadap akta otentik jika saksiaksi dalam akta tidak hadir
pada saat akta dibacakan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukwormatif yang dilakukan untuk
mencari pemecahan masalah atas permasalahan hi#ngragia. Pendekatan penelitian yang
digunakan adalah pendekatan undang-undatajufe approachdan pendekatan konseptual

(conceptual approagh
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PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pegabat Pembuat Akta Terhadap Akta
Yang Mengandung Cacat Secara For mal

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akitikoinengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dihanugieh peraturan perundang —
undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkeymamti untuk dinyatakan dalam
akta otentik, serta kewenangan lain sabagaimana ydimaksud dalam UUJN
semuanya sepanjang tidak juga ditugaskan atauudikkan kepada pejabat lain atau
orang lain yang ditetapkan oleh undang—undang (Raaagka 1 Jo. Pasal 15 UUJN)
dapat kita pahami bahwa Jabatan Notaris merupakatn gabatan yang penting, luhur
dan terhormat, sehingga sudah selayaknya dan bahkanpakan keharusan diatur
dalam suatu undang—undahg.

Notaris dalam menjalankan jabatannya, harus bengeteguh pada 2 (dua)
parameter yang diatur dalam UUJN, yaitpertama,Notaris mempunyai kewenangan
untuk melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengéan yang dibuatnya ( Pasal 15
ayat 2 UUJN ). Peran notaris dalam membuat aktatiktbukanlah sekedar juru tulis
atau notulis, yang fungsinya hanya mendengar kajarapenghadap yang disampaikan
kepada Notaris, kemudian menuangkan mentah—mergtrakgan itu dalam akta,
membacakan akta dan menandatangani akta. Sebggbatdmum yang mengemban
Kepercayaan Negara dan Masyarakat, Notaris wajimlmeekan Penyuluhan Hukum,
agar keterangan yang diberikan itu sesuai dengaamhukumKedua,Notaris wajib
menolak membuat akta jika keterangan dan atau dii@-formal yang disampaikan
bertentangan dengan aturan hukum ( Pasal 16 dyauid UUJN ).

Kewenangan notaris diberikan oleh Undang-undangtdabNotaris, berkaitan
dengan kebenaran materiil atas akta otentiknya @Kkakukan tanpa kehati-hatian
sehingga membahayakan masyarakat dan atau menembd&rugian baik yang
dilakukan dengan sengaja maupun tidak dan perbuatzebut diancam dan atau
memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka notamgshamempertanggung jawabkan

perbuatan tersebut secara pidana.

3 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap ®™d.30 Tahun 2004
Tentang Jabatan NotarifRefika Aditama, Bandung, 2008, hal 23
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Bahwa dalam akta Notaris dapat batal demi hukuntahdiéka syarat Subyektif
dan obyektif nya tidak terpenuhi. Ketentuan Pass831KUHPerdata menentukan :
“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokokusbarang yang paling sedikit
ditentukan jenisnya yang di kemudian hari jumlabréing) tersebut dapat ditentukan
atau dihitung”. Selanjutnya ditegaskan dalam Pds285 KUHPerdata : “Suatu
perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat &asesuatu sebab yang palsu atau
terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempukgkuatan, ini membuktikan bahwa
setiap perjanjian harus mempunyai kausa yang hdlabih lanjut menurut Pasal 1336
KUHPerdata: “Jika tidak dinyatakan sesuatu selethpt ada sesuatu sebab yang halal
ataupun jika ada sesuatu sebab lain daripada yeygtdkan persetujuannya namun
demikian adalah sah.”

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilaranguidang-undang, atau apabila
berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban urSehingga dengan demikian suatu
perjanjian batal demi hukum, jika :

1. Tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditemuka
2. Mempunyai sebab yang dilarang oleh undang-undaag &erlawanan dengan
kesusilaan atau ketertiban umum.

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang terhoreiét guatu jabatan yang
dalam pelaksanaannya mempertaruhkan jabatannyamengmatuhi dan tunduk pada
UUJN dan Kode Etik Notaris. Dengan demikian dih&easp agar notaris dalam
menjalankan jabatannya mempunyai integritas momaigdn memperhatikan nilai
agama, sosial dan budaya yang berlaku dalam m&sya@leh karena itu seorang
notaris tidak mungkin menerbitkan suatu akta yammgandung cacat hukum dengan
cara sengaja, akan tetapi tidak menutup kemungkbehwa diluar sepengetahuan
notaris para pihak/penghadap yang meminta untuluathlan akta memberikan
keterangan-keterangan yang tidak benar dan merkgralsurat-surat/dokumen-
dokumen yang tidak benar sehingga setelah semudityeng kedalam akta lahirlah
sebuah akta yang mengandung keterangan palsu isamgphikan oleh penghadép.

4 G.H.S. Lumban TobingPeraturan Jabatan Notarigrlangga, Jakarta, 1996, hal.3.
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Bila seorang notaris dapat dibuktikan ikut sebadader Intelektual” atau“lde
Guide” dapat diancam pidana pasal 55 Kitab Undang-Undanguid Pidana
( KUHP ) yang menyatakan :

Dipidana sebagai si Pembuat sesuatu tindak pidana ;

Ke — 1, orang melakukan yang menyuruh melakukam ydag turut melakukan
perbuatan itu ;

Ke — 2, orang yang dengan pemberian upah, penmgngalah memakai
kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaavatipa karena memberi
kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengegaghasut supaya
perbuatan tersebut.

Dalam hal tersebut, menentukan bahwa tindak pidaayuruh mencantumkan
suatu keterangan palsu didalam suatu akta otendikupakan suatu tindak pidana
pemalsuan. Dengan terjadinya kasus semacam ini raké@a menyebabkan notaris
harus mempertanggungjawabkan akta yang telah dipaatmengingat notaris
merupakan pejabat umum yang berwenang membuabteatk dan akta otentik yang
dibuatnya setelah ditandatangani oleh para pihajadedokumen negara. Sehubungan
dengan hal tersebut diatas notaris dalam mempeguaggawab kan akta yang telah
diterbitkannya untuk dapat diperiksa atau dipradek aparat hukum.

Adanya kewenangan notaris yang diberikan oleh updadang Jabatan
Notaris, berkaitan dengan kebenaran materiil dtts @tentiknya, jika dilakukan tanpa
kehati-hatian sehingga membahayakan masyarakatdamenimbulkan kerugian baik
yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak daruatenh tersebut diancam dan atau
memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka notamigshamempertanggung jawabkan
perbuatan tersebut secara perdata maupun pidana.

Sejak kehadiran penghadap di hadapan notaris umukiangkan tindakan atau
perbuatannya dalam bentuk akta otentik, kemudiatariso membuat akta otentik
tersebut sesuai keinginan para penghadap dengamperteatikan syarat dan ketentuan
yang ditetapkan oleh UUJN, maka sejak penandatangakta tersebut oleh para pihak,
saksi-saksi dan notaris, lahirlah hubungan hukutaramotaris dengan para penghadap.

Hubungan hukum tersebut yaitu adanya kepercayaanpaak atau penghadap
kepada notaris dalam menuangkan keinginannya pzata skta otentik, karena para

pihak ingin dengan akta otentik yang dibuat oletans tersebut akan menjamin bahwa
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akta yang dibuat tersebut sesuai dengan aturamhykng sudah ditentukan, sehingga
kepentingan para pihak terlindungi dengan adaniataksebut.

Dengan kata lain bahwa akta otentik menjamin adakgpastian hukum.
Dengan demikian dapat dihindari kerugian maupumglseta yang terjadi dikemudian
hari karena adanya pihak—pihak yang memberikarrdegan palsu. Dengan hubungan
hukum seperti itu, maka perlu para penghadap, kapala saat pertemuan tersebut
belum terjadi permasalahan ditentukan kedudukarurgdn hukum tersebut yang
merupakan awal dari tanggunggugat Notaris. Padarmes hubungan hukum antara
notaris dengan para pihak yang telah membuat aktatilo di hadapan notaris tidak
dapat dikonstruksikan / ditentukan pada awal parsematau hubungan antara notaris
dengan para penghadap, karena pada saat perteneusebut belum terjadi
permasalahan. Dalam hal ini tidak hanya akta dtegéing kekuatan hukumnya
mengalami penurunan menjadi akta yang berkekuaaagai tulisan hukum atau akta
dibawah tangan, namun tentunya harus ada ganti yamgg harus ditanggung oleh

Notaris.

Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Notariil Jika Saksi - Saksi Dalam Akta
Tidak Hadir Pada Saat Akta Dibacakan

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notsecara teoritis adalah surat
atau akta yang sejak semula dengan sengaja sexsara dibuat untuk pembuktian.
Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejakdiwetnya surat ini tujuannya
adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika girengketa, sebab surat yang tidak
dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bepérti surat korespondensi biasa.
Dikatakan dengan resmi karena tidak dibuat di bawaigan. Sedangkan secara
dogmatis yakni menurut Pasal 1868 KUHPerdata, salktia otentik adalah akta yang
bentuknya ditentukan oleh undang-undanglke in de wettelijke vorm is verledetan
dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai (p@jaipatim (door of ten overstaan
van openbaare ambtenaréryang berkuasa untuk itugartoe bevoegdditempat akta
tersebut dibuatny2.

5> Habib Adjie,Op.Cit.,hal. 38
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Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentdgdb (dua) yaitu :

1. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang legrang dan;

2. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat y@ergvenand.

Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang bewgnpada dasarnya dapat
diidentifikasi dari dua ciri khas yaitu :

1. Inisiatif datang dari orang kepada siapa akta iherkan, seperti panggilan atau
berita acara ;

2. Meskipun demikian dalam hal tertentu dimungkinkdargya permohonan dari orang
yang bersangkutan. Demikian halnya juga yang tepada pejabat Notaris dalah hal
tertentu dapat juga bertindak membuat akta yangatiilblehnya sebagai pejabat
yang berwenang. Misalnya berita acara rapat umumegang saham (RUPS)
perseroan. Dalam kasus ini notaris hanya berfumgsnbuat laporan tentang hal
yang terjadi, dibicarakan dan diputuskan dalam RU®Sebut. Notaris hanya
mengkonstantir atau menentukan segala tingkahgdakai peserta RUPS yang hadir.

Sementara akta yang dibuat dihadapan pejabat yamgebang seperti notaris
terdapat ciri pokok yang mesti dipenuhi agar, ggambuatan itu memenuhi syarat akta
otentik yaitu :

1. Pada umunya bersifgiartij, artinya yang datang dihadapan notaris paling tidak
terdiri dari dua pihak. Ada penjual dan ada pemb&ng satu pihak kreditur yang
satu lagi pihak debitur. Oeh karena pihak bergattj maka akta otentik yang
dibuat oleh notaris tersebut disebut sebagai akia pihak, sedangkan isinya disebut
persetujuan para pihak ;

2. Inisiatif datang dari para pihak, para pihak atam&uan sendiri datang ke kantor
notaris. Dihadapan notaris kedua belah pihak ataa pihak dapat memberi atau
menyampaikan keterangan sendiri, dan keterangarg ydisampaikan dapat
berbentuk lisandral) atau tulisan(in writing). Para pihak meminta kepada notaris,

agar keterangan yang mereka sampaikan dituanghkam dentuk akta ;

6 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Pelaksanaan Tugas tdab&lotaris : Bahan Diskusi Dalam
Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris”, dipaikan pada acarBelajar Bareng Alumni
Univeritas Narotama, 12 Februari 2017, hal. 14
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3. Notaris bersifat pasif: pada prinsipnya notarisliat pasif melayani para pihak yang
menghadap kepadanya. Dia hanya bertugas mencatatanuliskan dalam akta
apa-apa yang diterangkan para pihak. Tidak berhakgobah, mengurangi atau
menambah apa yang diterangkan para penghadap.

Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikuiasdi dalam pembuatan
terjadinya aktdinstrumen), maka dari itulah disebut Saksi Instrumentair
(Instrumentaire Getuigen).

Bahwa salah satu syarat formal akta Notaris sebvaye tersebut dalam Pasal
38 UUJN dan mengenai saksingtrumentair) ini ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (4)
huruf ¢ UUJN bahwa pada akhir atau penutup aktashaemuat nama lengkap, tempat
dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi.
Secara keseluruhan akta Notaris, akan disebutNddaris lengkap jika semua syarat
formal tersebut dipenuhi sehingga mempunyai kekugembuktian yang sempurna,
sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan satah syarat formal sudah
dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pada dasarnya, akta mempunyai dua fungsi yaitusfuiogmal ( formalitas
causa )dan fungsi alat bukij probations causa. JFormalitas causaartinya berfungsi
untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatamt) jadi bukan hanya sahnya
perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan sj@ragl untuk adanya suatu
perbuatan hukunProbationis causderarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti,
karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan jgengtuk pembuktian dikemudian
hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bknakta ini tidak membuat sahnya
perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakaagselalat bukti dikemudian hati.

Akta otentik mempunyai kekuatan bukti formal dartené Formal yaitu bahwa
benar para pihak sudah menerangkan apa yang dialeésn akta itu. Materiilnya,
bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar. Beurstatus kekuatan alat bukti
akta Notaris, dapat terjadi jika dalam pembuatda tdsebut ada hal-hal yang sifatnya
wajib dilakukan Notaris, ternyata dalam proses peatdn aktanya disimpangi oleh

” A.A. Andi Prajitno,Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notdrladbnesia?Sesuai
UUJN Nomor 2 Tahun 201#erwira Media Nusantara, Surabaya, 2015, hal.54
8 Herlien BudionoOp.Cit.,hal. 34
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Notaris, dan melanggar persyaratan ketentuan yarigkin dalam suatu aturan dan atau
suatu Undang-Undang, banyak pelanggaran—pelanggarandilakukan oleh Notaris
dalam proses pembuatan aktanya, pelanggaran e@sjaali dalam hal Notaris pada saat
membuat akta tidak menjamin kebenaran formal &t@syang dibuatnya tersebut, yang
dapat dikatakan terjadi pelanggaran proseduraimd@leambuatan akta, salah satu nya
adalah tidak hadirnya saksi—saksi dalam pembacaapehandatanganan akta.

Pada pasal 16 ayat 1 Huruf [, ditentukan bahwaDaldm menjalankan
jabatannya Notaris berkewajiban membacakan aktaddpan penghadap dengan
dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi datarttiatangani pada saat itu juga oleh
penghadap, saksi dan Notaris “. Dalam penjelastankuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf I,
UUJN berbunyi, sebagai berikut : "Notaris harusihsaécara fisik dan menandatangani
akta dihadapan penghadap dan saksi ”. Mengenaintkete tersebut terdapat
pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasayal6(3) angka 7 UUJN yang
mengatur sebagai berikut :

“Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada aydtu(@) | tidak wajib
dilakukan, jika penghadap menghendaki agar aktaktidibacakan karena
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, damah@eni isinya, dengan
ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam perakta serta pada setiap
halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, salsi,Notaris ”

Apabila syarat formal dalam pembuatan akta tidaget@uhi maka, akta yang
dibuat Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatambp&tian sebagai akta dibawah
tangan, selain itu terhadap akta dapat dimintakembatalan oleh para pihak yang
dirugikan kepada Pengadilan dengan alasan tidpkriehinya syarat formal pembuatan

akta sebagaimana telah diatur dalam Peraturan ®@rgrundangan yang berlaku.

PENUTUP
Kesimpulan

Akta Notaris yang tidak memenuhi syarat Formal ddateriil serta tidak
memenuhi Unsur Subjektif dan Unsur Objektif, maktdersebut dapat menjadi batal
demi hukum, dan / atau dapat dibatalkan, apabiéalghya untuk membatalkan akta
tersebut melalui proses peradilan atau litigasidg@r di pengadilan dan dapat

dibuktikan adanya unsur pelnggaran pidana makaridokarus bertanggung jawab
10
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dengan dijatuhi hukuman pidana dan bilamana dalankdperdataan Notaris terbukti
bersalah karena kekhilafan/kesesatdwaling) dan paksaandvang, maka Notaris
tersebut wajib memberikan ganti rugi, kepada pihang menderita kerugian.
Ketidakhadiran saksi—saksi pada saat pembacaarpei@@ndatanganan minuta akta
notaris dapat dikatakan memberikan keterangan psésuai yang diatur dalam pasal
266 KUHP.

Saran

Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhaglagsanaan jabatan Notaris serta
pemberian sanksi yang nyata agar pelanggaran-meleang seperti tidak hadirnya saksi dalam

pembuatan akta tidak terus menerus terjadi.
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